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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Kemajuan suatu bangsa ditentukan oleh ketekunan dan keuletan 
bangsa itu dalam mencapai apa yang dicita-citakan. Dan disamping itu juga 
banyak faktor-faktor lain yang menunjang kemajuan bangsa, baik dari dalam 
maupun dari luar yang turut menentukan dan mempengaruhi maju atau 
tidaknya suatu bangsa.  
Salah satu faktor yang mempengaruhi ialah adanya perkembangan dan 
kemajuan teknologi di sub ekonomi yaitu bidang industri. Faktor kemajuan 
yang berada dibidang industri inilah yang sampai sekarang menjadi salah satu 
ciri yang membedakan maju atau tidaknya suatu negara dibandingkan dengan 
negara-negara lain.
1
 
Kemajuan teknologi di bidang industri dalam proses perkembangannya 
memunculkan perusahaan-perusahaan maupun pabrik-pabrik di pelosok dunia. 
Dari perkembangan tersebut, dapat menimbulkan dampak yang bersifat positif 
maupun negatif di berbagai bidang. Akibat dari perkembangan dan kemajuan 
dari teknologi industri, secara langsung maupun tidak langsung akan menimpa 
kehidupan manusia. Sebagai hasil karya, usaha, dan kemampuan manusia, 
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dalam bidang teknologi industri secara langsung melibatkan manusia kepada 
problema yang timbul sebagai akibat kemajuan tersebut.
2
 
Jumlah penduduk Indonesia yang besar, dapat mencerminkan dua hal. 
Pertama, menggambarkan kebutuhan masyarakat yang besar seperti 
kebutuhan pangan, sandang, dan kesempatan kerja. Kedua, mencerminkan 
potensi yang dapat dikerahkan untuk mengolah sumber-sumber alam  dalam 
menghasilkan sesuatu dan memberikan jasa untuk meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat.  
Salah satu penyebab kelebihan tenaga kerja ialah tingginya jumlah 
penduduk. Dari hal tersebut, menimbulkan masalah ketenagakerjaan antara 
lain mengenai perluasan lapangan kerja. Salah satu pihak, sumber daya 
manusia (SDM) merupakan modal utama untuk proses pembangunan, tetapi di 
lain pihak SDM dapat menimbulkan masalah-masalah yang rumit.
3
 
Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 menyebutkan bahwa “tiap-tiap warga 
negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. 
Oleh karena itu, manusia mempunyai tugas bersama untuk mengusahakan 
agar setiap orang yang mau dan mampu bekerja dapat memperoleh pekerjaan 
yang sesuai dengan apa yang diinginkannya dan setiap orang yang bekerja 
dapat mendapatkan penghasilan yang cukup untuk hidup layak untuk si tenaga 
kerja dan keluarganya.
4
 
Islam menekankan bahwa bekerja merupakan kewajiban sosial 
(insa>niyyah) namun juga kewajiban syar‟i (ulu>hiyyah). Karena itu setiap 
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pelaku bisnis berarti ia harus melaksanakan dua kewajibannya secara 
sekaligus. Dalam bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, Islam 
memberi keleluasaan untuk umatnya dalam memilih profesi sesuai pilihan, 
minat, dan kemampuannya. Antara lain adalah melalui dunia bisnis dengan 
membuka berbagai ragam jenis usaha.
5
  
Islam memberi ruang kepada umatnya dengan prinsip “boleh 
melakukan bisnis apa saja, kecuali apabila ada ketentuan hukum yang 
melarangnya”. Di sisi lain, Islam juga mengingatkan bahwa dalam 
membangun perusahaan sebagian dari keuntungan yang diperoleh harus 
dimanfaatkan untuk memenuhi kepentingan diri, keluarga, dan masyarakat 
yang digunakan untuk mencapai kesejahteraan dalam ridha Allah SWT.  
Untuk mencapai kesejahteraan, Islam mensyaratkan dalam melakukan 
bisnis para pelaku bisnis tidak memberikan mud{a>rat (bahaya) kepada orang 
lain. Dan sebaliknya, mereka juga tidak boleh ditimpa mud{a>rat dari orang lain. 
Dengan demikian, dalam melakukan bisnis hendaknya antar pihak yang 
terlibat perlu saling melindungi di atas prinsip persamaan dan toleransi 
(tasa>muh{). Dan harus mengedepankan keadilan („ad<alah), dan saling tolong-
menolong (ta’a>wun) antara yang satu dengan yang lainnnya.6 
Manusia merupakan aset utama dalam kegiatan ekonomi karena 
keberadaan manusia perekonomian berkembang pesat. Dengan akal manusia 
yang tidak terbatas maka membuat hasrat dan cita-citanya luar biasa dalam 
usaha dan upaya memberdayakan kekayaan alam ini. Dan manusia juga 
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merupakan sumber jasa yang kemudian tenaganya dijadikan alat ekonomi 
sehingga lahirlah hukum ketenagakerjaan diantaranya berkaitan langsung 
dengan kontrak kerja. Dalam kaitannya dengan perjanjian kerja atau kontrak 
kerja, dikenal dua pihak yang terlibat yaitu pihak pekerja yang disebut buruh 
atau karyawan dan pihak majikan yaitu pihak yang memperkerjakan buruh.
7
 
Buruh dan majikan hanya terikat oleh perjanjian atau kontrak kerja. 
Dengan demikian, para pekerja sebelumnya sudah sepakat dengan segala 
akibat-akibat hukum yang harus diterima, apabila masa kontrak telah berakhir. 
Sedangkan dari pihak majikan akan mempertimbangkan perpanjangan kontrak 
kerja apabila permintaan produksi mengalami peningkatan atau perusahaan 
memperoleh keuntungan yang besar. Dan sebaliknya jika perusahaan 
mengalami kerugian, maka hubungan kerja di antara kedua belah pihak akan 
lebih mudah untuk diselesaikan.  
Dalam kontrak kerja dengan sistem alih daya (outsourcing) ini, bukan 
merupakan hubungan langsung antara buruh dan perusahaan, melainkan 
hubungan perusahaan yang menyediakan jasa untuk perusahaan lain. Oleh 
karena itu sistem ini dapat disebut dengan kontrak kerja alih daya. Anjaz 
Hilman menjelaskan dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, dibahas 
mengenai ketenagakerjaan yang disebutkan bahwa hubungan kerja terjadi 
karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja.
8
 
Seringkali dijumpai adagium dalam berbagai tulisan tentang 
perburuhan yang berbunyi “pekerja/buruh adalah tulang punggung 
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perusahaan”. Adagium ini nampak biasa saja, seperti tidak mempunyai makna. 
Tetapi kalau dikaji lebih jauh akan kelihatan kebenarannya. Para pekerja 
dikatakan sebagai tulang punggung, karena pekerja mempunyai peranan yang 
penting. Tanpa adanya pekerja tidak akan mungkin perusahaan bisa jalan dan 
berpartisipasi dalam pembangunan.
9
 
Di dalam perjanjian kerja dapat menciptakan hubungan kerja. Maksud 
dari hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dan pekerja yang 
terlibat dengan perjanjian kerja yang memiliki unsur pekerjaan, upah, dan 
perintah. Oleh karena itu, dalam suatu hubungan kerja terdapat beberapa hal, 
yaitu hak pengusaha (pengusaha memiliki posisi lebih tinggi dari pekerja), 
kewajiban pengusaha (bayar upah), dan objek perjanjian (pekerjaan).
10
  
Sedangkan substansi dari perjanjian kerja yang dibuat, tidak boleh 
bertentangan dengan perjanjian perburuhan atau Kesepakatan Kerja Bersama 
(KKB) yang telah ada, demikian juga halnya dengan peraturan perusahaan, 
jadi substansinya tidak boleh bertentangan dengan perjanjian kerja maupun 
dengan KKB.
11
 
Pada dasarnya, tidak semua jenis pekerjaan dapat menggunakan sistem 
outsourcing. Sistem ini hanya dapat dilakukan pada jenis pekerjaan tertentu 
saja, seperti kontrak kerja ini digunakan pula oleh perusahaan BUMN, seperti 
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PT Pertamina, PT Telkom, dan sebagainya meskipun tidak seluruhnya.
12
 
Dalam prakteknya outsourcing lebih menguntungkan perusahaannya 
dibandingkan dengan pekerjaanya karena dalam hubungan kerja yang dalam 
bentuk kontrak atau tidak tetap, kurangnya keamanan dalam bekerja, 
jaminannya minim, dan rendahnya upah serta tidak ada jaminan 
pengembangan karirnya. 
Berbagai persoalan mengenai ketenagakerjaan yang kompleks pada 
prinsipnya bermuara pada dua persoalan pokok. Pertama, masalah kurangnya 
kesejahteraan hidup. Kedua, masalah kontrak kerja antara pekerja dan 
pengusaha. Masalah pertama berkaitan dengan fungsi dan tanggungjawab 
negara dalam memenuhi kehidupan yang layak sebagai manusia. Sedangkan 
masalah kedua berkaitan dengan hubungan antara pekerja dengan pengusaha 
dan posisi pemerintah sebagai pengawas sekaligus penengah untuk 
menjembatani kepentingan pekerja dan pengusaha dengan pola relasi 
simbiosis mutualisme.
13
 
Dalam Islam, pola relasi antara pekerja dengan pengusaha telah 
dicontohkan dengan perilaku Rasulullah yaitu memperlakukan pembantunya 
dengan pendekatan humanis yang memposisikan pembantu layaknya keluarga 
sendiri. Pada masalah lain krusial dalam hal ketenagakerjaan adalah masalah 
upah yang merupakan hak buruh. Perselisihan antara pekerja dan pengusaha 
seringkali disebabkan oleh upah. Oleh karena itu, upah harus jelas dan dibayar 
secepat mungkin. Sedangkan besarnya upah harus disesuaikan dengan apa 
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yang pekerja usahakan dengan mempertimbangkan kepatutan sosial untuk 
dapat hidup layak.
14
 
Dalam hukum ekonomi klasik berlaku semboyan “mencari keuntungan 
sebesar-besarnya dengan biaya yang sekecil-kecilnya”. Dari semboyan ini 
konsekuensi logisnya, lahirlah apa yang dikenal dengan semboyan homo 
homini lopus artinya manusia yang satu menjadi serigala manusia lainnya. 
Prakteknya dalam dunia bisnis manusia sebagai pelaku seringkali 
menghalalkan segala macam cara. Tujuan akhir yang mendorong sikap ke-
aku-an (ana>niyyah) ini hanya satu, yaitu meraih keuntungan yang sebanyak-
banyaknya untuk kekayaan pribadi. Apabila tujuan itu tercapai, subjek 
pelakunya akan merasa puas, sekalipun kepuasan itu hanya sementara dan 
semu belaka.
15
 
Tidak demikian halnya dalam Islam. Seorang pengusaha menurut 
Islam harus berkiblat kepada tuntutan syara‟ yang bersumber pokok pada al-
Qur‟an dan Hadis. Dari kedua sumber ini paling tidak seorang pengendali 
perusahaan akan memperhatikan prinsip persamaan dan toleran (tasa>muh{), 
keadilan („ada>lah), dan saling tolong-menolong (ta’a>wun) yang saling 
menguntungkan antar pihak-pihak yang terlibat dalam bisnis .
16
 
Muhammad Nejatullah Siddiqi sebagaimana di kutip oleh Muhammad 
Djakfar, dalam bukunya The Economic Enterprise in Islam, memformulasikan 
bahwa tujuan perusahaan sebagai tujuan aktivitas ekonomi, yang di mana 
tujuan yang sempurna menurut Islam dapat diringkas sebagai berikut: 
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1. Memenuhi kebutuhan hidup seseorang secara sederhana 
2. Memenuhi kebutuhan keluarga 
3. Memenuhi kebutuhan jangka panjang  
4. Menyediakan kebutuhan keluarga yang ditinggalkan 
5. Memberikan bantuan sosial dan sumbangan menurut jalan Allah SWT.17 
Nampaknya dari tujuan aktivitas ekonomi yang telah dikemukakan 
Nejatullah Siddiqi di atas mengintensikan kepada aspek kerohanian 
(spiritualitas) dan menjadikan materi sebagai instrument kehidupan bukan 
tujuan akhir.
18
  
Dalam khazanah fiqh klasik, konsep yang bersentuhan langsung 
dengan masalah fiqh perburuhan adalah konsep hukum sewa-menyewa. 
Konsep sewa-menyewa terbagi menjadi dua. Pertama, sewa-menyewa dalam 
bentuk barang (ija>rah al-„ain) objeknya adalah manfaat dari benda. Kedua, 
sewa-menyewa dalam bentuk pekerjaan yang melahirkan konsep upah 
mengupah (ija>rah al-„amal).19 
Dan Islam mempunyai konsep sadd az\-z\ari>’ah, yaitu rumusan aturan 
hukum untuk perbuatan dengan asumsi bahwa perbuatan tersebut akan 
membawa mafsadah kepada masyarakat. Oleh sebab itu, perbuatan tersebut 
harus ditutup dengan aturan hukum berupa haram atau makruh.
20
 
Para ulama Maliki sebagaimana dikutip oleh Dede Rosyada, membagi 
sadd az\-z\ari>’ah menjadi tiga kategori, yaitu: 
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1. Perbuatan yang menimbulkan mafsadah namun ada kemungkinan 
mafsadahnya lebih kecil. Oleh sebab itu perbuatan seperti ini, tidak harus 
ditutup dengan sadd az\-z\ari>’ah. Karena perbuatan tersebut jarang 
menimbulkan mafsadah, bahkan ada kemungkinan dapat menimbulkan 
mas}lah}ah dan kemungkinan juga mas}lah}ahnya lebih besar daripada 
mafsadahnya. 
2. Perbuatan yang akan menimbulkan mafsadah dan kemungkinan 
mafsadahnya lebih kuat daripada mas{lah}ahnya, harus ditutup dengan 
haram. Karena perbuatan tersebut lebih banyak menimbulkan mafsadah 
daripada mas}lah}ahnya. 
3. Perbuatan yang pasti akan menimbulkan mafsadah dan tidak ada 
kemungkinan timbulnya mas{lah}ah dari perbuatan tersebut maka peluang 
perbuatan tersebut harus ditutup dengan hukum haram. Karena tidak ada 
kemas}lah}atannya sama sekali.21 
Dalam bidang ketenagakerjaan, salah satu bentuk perlindungan yang 
diberikan kepada rakyat untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan layak 
diatur melalui UU Ketenagakerjaan pada Tahun 2003 yang hampir secara 
komprehensif mengatur mengenai berbagai bidang ketenagakerjaan. Namun 
niat baik untuk memberikan perlindungan kepada pekerja seolah tiada artinya 
karena dapat dimungkinkan sistem outsourcing untuk bekerja pada perusahaan 
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pengguna, dalam kenyataannya menimbulkan berbagai permasalahan dalam 
pelaksanaannya.
22
 
Dalam prakteknya tenaga kerja outsourcing memunculkan mafsadah 
dan mas{lah{ah. Oleh karena itu perlu mengkaji permasalahan mengenai 
outsourcing ditinjau dari perspektif Hukum Islam. Dengan berdasarkan uraian 
latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul “Metode 
Istinba>t{ Hukum Islam tentang Outsourcing”. 
B. Definisi Operasional 
Untuk memberikan pemahaman atas judul dari penelitian ini dan juga 
untuk mempermudah pembaca dalam memahami konsteksnya maka 
diperlukan penegasan, sebagai berikut: 
1. Metode istinba>t} hukum adalah bagaimana cara memperoleh hukum dari 
dalil-dalil al-Qur‟an atau Sunnah dan dapat pula dilakukan dengan 
memahami jiwa hukum yang terkandung dalam dalilnya, baik yang 
menyangkut latar belakang yang menjadi landasan ketentuan hukum, 
maupun yang menjadi tujuan ketentuan hukum.
23
 
2. Outsourcing adalah pengalihan sebagian atau seluruh pekerjaan dan atau 
wewenang kepada pihak lain guna mendukung strategi pemakai jasa 
outsourcing baik pribadi, perusahaan, divisi ataupun sebuah unit dalam 
perusahaan.
24
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C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas, maka pokok 
masalah yang diangkat di dalam penelitian ini yaitu: 
1. Bagaimana konsep dan praktek perjanjian kerja outsourcing? 
2. Bagaimana metode istinba>t} hukum Islam tentang outsourcing? 
D. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan 
di atas, maka tujuan dari penelitian ini, yaitu: 
1. Untuk dapat mendiskripsikan mengenai konsep dan praktik perjanjian 
kerja outsourcing 
2. Untuk mengetahui status hukum dari outsourcing 
E. Manfaat Penelitian 
Dengan melakukan penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan 
manfaat bagi pihak-pihak di antaranya, sebagai berikut: 
1. Manfaat bagi penulis 
Dari hasil penelitian ini memberi pengetahuan mengenai 
outsourcing sehingga hasil penelitian ini dapat memperkaya pengetahuan 
yang akan bermanfaat dalam kehidupan penulis. 
2. Manfaat bagi praktisi 
Penelitian ini untuk memperluas wawasan ilmu pengetahuan, 
khususnya mengenai outsourcing yang banyak diterapkan oleh 
perusahaan. Kajian ini sebagai bekal untuk tenaga kerja yang bekerja 
menggunakan sistem outsourcing. 
12 
 
 
3. Manfaat secara akademik 
Penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan secara 
ilmiah dan meningkatkan kualitas pendidikan bagi akademik jurusan 
Hukum Ekonomi Syari‟ah sebagai sumbangan pemikiran bagi 
perkembangan ilmu pengetahuan maupun bahan kajian institusi dalam 
menghadapi tantangan ilmu pengetahuan. 
F. Tinjauan Pustaka  
Hasil dari telaah kajian pustaka penulis terhadap hasil penelitian 
sebelumnya tidak dijumpai judul penelitian dari mahasiswa IAIN Purwokerto 
yang sama tapi terdapat beberapa penelitian yang relevan dengan tema 
penulis, antara lain: 
1. Skripsi yang ditulis oleh Aries Munandar di IAIN Purwokerto pada tahun 
2007 yang berjudul “Hak-Hak Buruh (Studi Analisis Hukum Islam 
terhadap Pasal 79, 86, 88 UU No. 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan)”.25 Dalam skripsi ini Aries Munandar menggunakan 
model penelitian pustaka (library) dengan menspesifikasikan penelitian 
kearah penerapan hak-hak buruh dalam Undang-Undang dengan 
menggunakan analisis hukum Islam. Hasil dari penelitian tersebut  hak-
hak buruh sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang 
Ketenagakerjaan (UUK) Pasal 79, 86 dan 88 setelah dianalisis menurut 
hukum Islam Pasal tersebut sudah sesuai dengan hukum Islam. Namun 
pada Pasal 88 terdapat perbedaan, pada UUK upah ditentukan berdasarkan 
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upah minimum yang ditentukan oleh pemerintah tetapi menurut Islam 
upah itu ditentukan berdasarkan kesepakatan oleh kedua belah pihak. 
Sedangkan perbedaan antara penelitian yang penulis lakukan dengan 
skripsi ini yaitu terletak pada tenaga kerja terhadap alih daya (outsourcing) 
dan metode analisis menggunakan istinba>t} hukum Islam.  
2. Skripsi yang ditulis oleh Fahmi Vidi Alamsyah di IAIN Purwokerto pada 
tahun 2015 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Upah 
Tenaga Kerja pada PT Royal Korindah Kelurahan Kembaran Kulon 
Kabupaten Purbalingga”.26 Dalam skripsi ini menggunakan model 
penelitian lapangan (field research) dengan obyek PT Royal Korindah 
yang ada di Kelurahan Kembaran Kulon Kabupaten Purbalingga dengan 
menggunakan model pendekatan deskriptif yang membahas mengenai 
sistem upah yang melebihi ambang batas upah minimum perbulan yang 
diterapkan oleh pemerintah kabupaten Purbalingga. Upah yang diberikan 
dari perusahaan menggunakan kebijakan Undang-Undang 
Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 Pasal 88. Serta sistem upah 
perusahaan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Berbeda 
dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu diseputar tenaga kerja 
terkhusus pada bidang alih daya (outsourcing) dan menggunakan model 
penelitian pustaka (library) serta metode analisis menggunakan istinba>t} 
hukum Islam. 
                                                          
26
 Fahmi Vidi Alamsyah, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Upah Tenaga Kerja 
pada PT Royal Korindah Kelurahan Kembaran Kulon Kabupaten Purbalingga”, Skripsi 
(Purwokerto: Fakultas Syari‟ah IAIN Purwokerto, 2015). 
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3. Skripsi yang ditulis oleh Tiwi Oktafiani di IAIN Purwokerto pada tahun 
2017 dengan judul skripsi “Sistem Pengupahan Menurut UU No. 13 
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Hukum Islam”.27 Dalam 
penelitian ini menggunakan model penelitian pustaka (library). Kemudian 
dalam pembahasannya lebih difokuskan mengenai konsep pemberian upah 
menurut hukum Islam dan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan yang mempunyai persamaan yaitu memulai dengan suatu 
perjanjian kerja dan perbedaan adalah dalam Islam tidak adanya 
penjelasan secara rinci dan sebaliknya dalam UU dijelaskan lebih rinci isi 
dari masing-masing pokok masalah beserta dengan aturannya. Sedangkan 
perbedaan antara penelitian yang penulis lakukan dengan pembahasan 
skripsi ini yaitu membahas mengenai tenaga kerja alih daya (outsourcing) 
dengan menggunakan metode penggalian menggunakan istinba>t} hukum 
Islam. 
G. Metode Penelitian 
Di sini peneliti menentukan metode yang akan diterapkan, tipe kajian 
yang dilakukan dan bagaimana pengumpulan data yang dilakukan serta 
analisis yang dipergunakan, sehingga dalam penelitian ini digunakan metode, 
sebagai berikut: 
1. Jenis Penelitian  
Penelitian ini memusatkan pada kajian penelitian kepustakaan 
(library research) yaitu penelitian yang menggunakan bahan kepustakaan 
                                                          
27
 Tiwi Oktafiani, “Sistem Pengupahan Menurut UU No. 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan dan Hukum Islam”, Skripsi (Purwokerto: Fakultas Syari‟ah IAIN Purwokerto, 
2017). 
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untuk memperoleh data atau informasi untuk menjawab masalah yang 
diteliti oleh peneliti. 
2. Sumber Data  
Adapun sumber data yang digunakan dalam kajian ini adalah 
sumber data primer dan sekunder. 
a. Sumber data primer, yaitu bahan pustaka yang berisikan pengetahuan 
ilmiah  tentang fakta yang diketahui maupun suatu gagasan. Sehingga 
dalam penelitian ini sumber data primer yang dimaksud, yaitu ushul 
fiqh, kaidah fiqh dan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan. 
b. Sumber data sekunder, yaitu data yang secara tidak langsung 
memberikan informasi yang ada hubungannya dengan penelitian ini. 
Bahan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku, 
jurnal, website, atau literatur lain yang berkaitan dengan penelitian ini. 
3. Metode Pengumpulan Data 
Dalam kajian ini metode pengumpulan data yang diteliti 
menggunakan metode dokumentasi. Metode ini digunakan untuk melacak 
data-data penelitian yang bersifat kepustakaan berupa dokumen tertulis 
dalam buku, Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan, jurnal, dan 
literatur lain yang berkaitan dengan penelitian ini. 
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4. Metode Analisis Data 
Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk 
yang lebih mudah. Adapun metode yang digunakan dalam menganalisis 
data, sebagai berikut: 
a. Deskriptif analitis adalah teknik analisis yang dipakai untuk 
menganalisis data dengan mendeskripsikan atau menggambarkan data-
data yang sudah dikumpulkan seadanya tanpa ada maksud membuat 
generalisasi dari hasil penelitian.
28
 
b. Content analysis adalah penelitian yang bersifat pembahasan 
mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam 
media massa.
29
 
H. Sistematika Pembahasan 
Untuk dapat melakukan pembahasan secara sistematis, peneliti 
mengambil langkah-langkah, sebagai berikut: 
Bab pertama berisi tentang pendahuluan, dalam bab ini merinci 
berbagai sub bab, yaitu konteksnya seputar latar belakang masalah penelitian, 
penegasan operasional, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 
penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan 
agar penelitian dapat dipahami dengan mudah. 
Bab kedua peneliti membahas tentang metode istinba>t} hukum Islam. 
Dalam kajian pustaka ini peneliti akan memberikan gambaran tentang judul 
                                                          
28
 Abdu Sulaiman, “Macam-Macam Teknik Analisis Data” 
http://abdusulaiman.blogspot.com/2015/12/macam-macam-teknik-analisis-data.html?m=1, 
diakses pada tanggal 17 Juli 2019, pukul 09.00. 
29
 Abdu Sulaiman, “Macam-Macam”, diakses pada tanggal 17 Juli 2019, pukul 09.00. 
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penelitian. Peneliti pada bab ini mengemukakan penjelasan terkait dengan 
pengertian istinba>t}, metode istinba>t} hukum dari sisi sadd az\-z\ari>’ah yang 
menerangkan mengenai pengertian, dasar hukum, rukun, kedudukan dan jenis-
jenis dari z\ari>’ah, dan metode penentuan z\ari>’ah. 
Bab ketiga berisi mengenai tenaga kerja (ija>rah) dalam Islam dan 
tenaga kerja outsourcing. Pada bab ini peneliti juga menjelaskan dan 
menjabarkan tentang judul penelitian. Pertama, tenaga kerja (ija>rah) dalam 
Islam yang menjelaskan mengenai pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat, 
macam-macam, batal dan berakhirnya, hak dan kewajiban para pihak dari 
ija>rah. Kedua, tenaga kerja outsourcing yang menjelaskan mengenai 
pengertian, pengaturan, tujuan, jenis pekerjaan dan risikonya. 
Bab keempat berisi pembahasan yang penting. Dalam bab ini peneliti 
akan menjawab dari rumusan masalah dan membahasnya secara mendalam 
dengan menggunakan data yang sudah diperoleh. Peneliti membahas 
mengenai perjanjian kerja outsourcing dan analisis metode istinba>t} hukum 
Islam tentang outsourcing. 
Dan pada bab kelima yaitu bab penutup, peneliti mengemukakan 
kesimpulan dari penelitian yang berjudul metode istinba>t} hukum Islam 
tentang outsourcing. Dan terdapat saran-saran dari peneliti untuk para pihak 
yang terkait dengan penelitian.  
Pada bagian akhir, peneliti mencantumkan daftar pustaka yang menjadi 
referensi dari penelitian yang diteliti. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Setelah menganalisis mengenai metode istinba>t} hukum Islam tentang 
outsourcing maka peneliti mengambil kesimpulan, yaitu:  
1. Perjanjian kerja outsourcing merupakan perjanjian kerja yang dibuat 
secara tertulis untuk mengatur hubungan kerja antara pekerja dengan 
perusahaan outsourcing atau perusahaan penyedia jasa pekerja, untuk 
melaksanakan sebagian pekerjaan yang diserahkan oleh perusahaan 
pemberi pekerjaan untuk melakukan sebagian pekerjaan yang diserahkan 
oleh perusahaan pemberi pekerjaan. Perjanjian outsourcing diatur dalam 
Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan dan Kepmenakertrans RI. 
2. Analisis metode istinba>t} hukum Islam tentang outsourcing 
a. Outsourcing perspektif akad ija>rah: dalam perjanjian outsourcing 
antara pekerja dan perusahaan outsourcing, semua rukun ija>rah 
terpenuhi. Akan tetapi syarat ija>rah, terdapat perjanjian outsourcing 
yang tidak terpenuhi seluruhnya maka akadnya tidak sah.  
b. Outsourcing perspektif sadd az\-z\ari>’ah: Kalau perjanjian outsourcing 
menimbulkan hal yang positif maka mas}lah}ah. Ukuran mas}lah}ah dari 
perspektif hukum Islam dan ketentuan peraturan Undang-Undang 
tentang Ketenagakerjaan mengenai tenaga kerja outsourcing. Apabila 
memenuhi unsur Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan tersebut, 
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maka boleh tapi kalau tidak memenuhi unsur mas}lah}ah, artinya 
menimbulkan mafsadat dan tidak memenuhi ketentuan Undang-
Undang tentang Ketenagakerjaan mengenai outsourcing maka menjadi 
haram. Dan apabila dalam perjanjian outsourcing hanya 
menguntungkan atau merugikan salah satu pihak maka status hukum 
perjanjian yaitu haram.  Akan tetapi jika dalam perjanjian tersebut, 
pekerja dan perusahaan outsourcing mendapatkan kerugian maka 
status hukum dari perjanjian tersebut yaitu mubah. 
B. Saran  
Dalam sistem tenaga kerja outsourcing ini terdapat beberapa pihak 
yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagai berikut: 
1. Pekerja 
Untuk memahami hukum ketenagakerjaan mengenai hak dan 
kewajiban dari tenaga kerja supaya tidak dirugikan oleh pengusaha. 
2. Pengusaha 
a. Melakukan kerjasama dalam evaluasi dan pelatihan terhadap pekerja 
untuk mengarah kepada jenjang karir yang lebih baik dengan 
memperbaiki mengenai isi perjanjian kerja tentang kesejahteraan yang 
saling menguntungkan para pihak yang terkait dengan sistem 
outsourcing. 
b. Untuk mentaati ketentuan-ketentuan yang sudah ada pada Undang-
Undang tentang Ketenagakerjaan. 
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